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ABSTRAK 

 

Pada dasarnya, semua anak yang terlahir ke dunia ini dalam kondisi suci dan 

tidak membawa dosa turunan apapun dari segala perbuatan orang tuanya atau pun orang 

lain, meskipun ia terlahir sebagai hasil zina (anak hasil pernikahan yang tidak sah). Anak  

pada  umumnya  (baik  anak  sah  maupun  anak  di luar  nikah menurut hukum memiliki 

hak-hak keperdataan yang melekat dengan dirinya, oleh  karena  ia  adalah  seorang  anak  

(orang). Untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian, digunakan metode 

pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian Deskriptif Analitis normatif. 

Jenis datanya meliputi Data Primer dan Data Skunder yang dikumpulkan melalui 

penelitian kepustakaan dan dokumentasi (library and documentation). Hukum Islam dan 

hukum positif di Indonesia, baik itu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1991 tentang 

perkawinan maupun Ipres Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam 

menentukan bahwa pada dasarnya keturunan (anak) adalah sah apabila pada permulaan 

terjadi kehamilan, antara ibu anak dan laki-laki yang menyebabkan terjadinya kehamilan 

terjalin dalam hubungan perkawiinan yang sah. Secara yuridis formal, baik itu hukum 

Islam maupun hukum Positif di Indonesia menjelakan  bahwa anak sah adalah anak yang 

lahir karena hubungan suami istri dalam perkawinan yang sah dan nasab tersebut kembali 

kepada orang tuanya. Kemudian kedua orang tuanya itu lazimnya yang laki-laki disebut 

seorang ayah dan orang tua perempuan disebut dengan seorang ibu.  Adapun mengenai 

status anak yang lahir di luar perkawinan dijelaskan dalam hukum Islam maupun hukum 

Positif di Indonesia bahwa anak tersebut tetap mempunyai hubungan keturunan dengan 

ibunya (matrilinieal). Dengan demikian baik hukum Islam maupun hukum Positif di 

Indonesia menjelaskan bahwa status anak luar nikah tidak mempunyai hubungan nasab 

dengan laki-laki yang menurunkannya karena tidak ada jalan atau cara yang dapat 

dibenarkan secara hukum untuk menghubungkan anak tersebut dengan laki-laki yang 

menurunkannya. Akibat hukum dari anak yang lahir di luar nikah adalah kedudukan anak 

tersebut menjadi anak tidak sah, anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan 

ibunya. Anak sah menurut hukum Islam maupun Hukum positif di Indonesia adalah anak 

yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah secara hukum agama 

maupun hukum negara. Hukum Islam dan hukum Positif di Indonesia memberikan 

perlindungan hukum untuk anak luar kawin. Anak luar kawin yang diakui selalu berada 

di bawah perwalian, sehingga dengan adanya perwalian untuk anak luar kawin tersebut 

maka hak-hak anak tersebut dapat terlindungi, seperti nafkah pemeliharaan dan 

pendidikan anak. 
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PENDAHULUAN 

Hak  keperdataan  anak  di  luar  nikah  tersebut  menimbulkan  pengaruh besar  

dan  luas  terhadap  sang  anak,  oleh  karena  tidak  mendapatkan  perlindungan hukum, 

seperti pemeliharaan dan kesejahteraan anak, termasuk hak  anak  untuk  mewaris.  

Kedudukan  anak  di  luar  nikah  tersebut  akan menjadi beban bagi ibunya dan keluarga 

ibunya, dan status hukum anak juga tidak terjangkau oleh hukum seperti dalam penentuan 

keabsahan anak seperti  status  akta  kelahiran  anak.  Padahal,  di  dalam  kelahiran  anak  

di  luar  nikah sang  anak  tidak  berdosa  sama  sekali  melainkan  perbuatan  hubungan  

antara  kedua orangtuanya yang menyebabkan kelahirannya ke muka bumi ini.   

Anak  pada  umumnya  (baik  anak  sah  maupun  anak  diluar  nikah menurut 

hukum memiliki hak-hak keperdataan yang melekat dengan dirinya, oleh  karena  ia  

adalah  seorang  anak  (orang).  Di  dalam  KUHPerdata ditentukan dalam Pasal 1 bahwa, 

menikmati hak perdata tidaklah tergantung padahak  kenegaraan.  Berdasarkan  pada  

Pasal  1  KUHPerdata  tersebut,  hak-hak keperdataan berbeda dari hak-hak kenegaraan, 

walaupun pada dasarnya  hak-hak kenegaraan itu juga mengatur hak-hak keperdataan.   

Namun  dalam hadits terkait dengan status anak zina disebutkan bahwa anak hasil 

zina atau anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah dinasabkan kepada 

ibunya.
1
Setiap anak zina tidak ada hubungan kewarisan dengan laki-laki yang 

mengakibatkan kelahirannnya.Akibatnya anak tersebut hanya saling mewarisi dengan 

ibunya. 

Berdasarkan nash-nash yang jelas di atas bahwa jelas anak hasil zina dinasabkan 

kepada ibunya, bukan pada bapaknya.Dengan begitu, anak tersebut hanya ada hubungan 

nasab wariasan, wali nikah dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya. 

Dengan adanya nash yang menanggapi tentang suatu masalah maka tidak ada 

ijtijad tentang masalah tersebut. Karena dalam melakukan istinbath al-hukum terlebih 

dahulu melihat pada nash yaitu al-Qur’an Hadits, kemudian Ijtima’ para Ulama’ terkait 

dengan persoalan tersebut. Apabila sudah ada di dalam nash maka permasalahan tersebut 

dikembalikan pada nash. 

 

PEMBAHASAN 

Ini berarti anak tersebut mempunyai suatu pertalian kekeluargaan dengan akibat-

akibatnya, terutama hak mawaris,  jadi hampir sama dengan status kekeluargaan dengan 

anak sah, hanya perbedaannya anak luar kawin tersebut tidak ada hubungan dengan 

ayahnya sebagai yang menurunkannya. Sedangkan dalam hukum perdata anak yang lahir 

di luar perkawinan menurut istilah yang dipakai atau dikenal adalah Natuurlijkkind (anak 

alam). Anak luar kawin itu dapat diakui oleh ayah dan ibunya. 

Dalam kamus hukum perkataan "wali" dapat diartikan pula sebagai orang yang 

mewakili. Dalam kedudukan hukum, anak luar kawin yang diakui selalu berada di bawah 

perwalian. Karena perwalian hanya ada bila terjadi perkawinan maka dengan sendirinya 

anak luar kawin yang diakui beradadi bawah perwalian bapak atau ibunya yang telah 

mengakuinya.
2
 

Anak luar kawin diakui, jika pengakuan itu dilakukan oleh bapak  maupun 

ibunya, sehingga orang tua yang mengaku lebih dahulu itu yang menjadi wali. Dalam UU 

No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengakuan itu adalah suatu hal yang lain sifat dari 

pengesahan. Dengan adanya pengakuan itu seorang anak tidak akan lagi menjadi anak 

tidak sah. Pengakuan yang dilakukan seorang ayah harus dengan persetujuan si ibu 

selama si ibu masih hidup. Ini sebagai jaminan bahwa ayah itu betul ayah yang 
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membenihkan anaknya. Jika ibu telah meninggal, maka pengakuan oleh si ayah hanya 

mempunyai akibat terhadap dirinya sendiri. 

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 dan dalam UU No. 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan Pasal 43 ayat (1) telah disebutkan bahwa anak yang lahir diluar 

perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. 

Dengan begitu status anak luar kawin dalam Islam adalah anak tidak sah, disebabkan dia 

dilahirkan di luar perkawinan yang sah. 

Anak luar kawin yang diakui dengan sah menurut KUH Perdata adalah sebagai 

ahli waris yang sah. Dia berhak mewarisi dari harta yang ditinggalkan. oleh bapak atau 

ibu yang mengakuinya tersebut. Begitu juga sebaliknya, jika anak luar kawin telah diakui 

dengan sah, maka sebagai akibat dari pengakuan itulah dia berstatus sebagai anak dari 

yang mengakuinya. Mengenai kedudukan dia dalam keluarga, anak luar kawin tidak 

berbeda dengan anak kandungnya sendiri, sedangkan mengenai berapa besar hak waris 

anak luar kawin itu terhadap pewaris sangat tergantung bersama siapa anak luar kawin itu 

mewaris. 

Dengan demikian KUH Perdata tidak hanya memandang status hukum formal 

semata-mata terhadap anak luar kawin, lain halnya denganUU No. 1 Tahun 1974 yang 

lebih selektif dalam menilai kedudukan anak. Bukan hanya status formal saja yang 

menjadi pertimbangan hukum, namun status nasab (keturunan) juga harus jelas. Dalam 

hal ini hukum Islam lebih mencakup daripada KUH Perdata yang hanya menilai 

perkawinan dan segala akibatnya sebagai perjanjian perdata semata. 

 

KESIMPULAN 

Hukum positif di Indonesia, baik itu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1991 

tentang perkawinan maupun Ipres Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam 

menentukan bahwa pada dasarnya keturunan (anak) adalah sah apabila pada permulaan 

terjadi kehamilan, antara ibu anak dan laki-laki yang menyebabkan terjadinya kehamilan 

terjalin dalam hubungan perkawinan yang sah.  

Secara yuridis formal, ba hukum Positif di Indonesia menjelaskan  bahwa anak 

sah adalah anak yang lahir karena hubungan suami istri dalam perkawinan yang sah dan 

nasab tersebut kembali kepada orang tuanya. Kemudian kedua orang tuanya itu lazimnya 

yang laki-laki disebut seorang ayah dan orang tua perempuan disebut dengan seorang ibu.  

Adapun mengenai status anak yang lahir di luar perkawinan dijelaskan dalam hukum 

bahwa anak tersebut tetap mempunyai hubungan keturunan dengan ibunya (matrilinieal). 

Hukum Positif di Indonesia menjelaskan bahwa status anak luar nikah tidak mempunyai 

hubungan nasab dengan laki-laki yang menurunkannya karena tidak ada jalan atau cara 

yang dapat dibenarkan secara hukum untuk menghubungkan anak tersebut dengan laki-

laki yang menurunkannya.  

Akibat hukum dari anak yang lahir di luar nikah adalah kedudukan anak tersebut 

menjadi anak tidak sah, anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. 

Anak sah menurut hukum adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat 

perkawinan yang sah secara hukum agama maupun hukum negara.  

Hukum memberikan perlindungan hukum untuk anak luar kawin. Anak luar 

kawin yang diakui selalu berada di bawah perwalian, sehingga dengan adanya perwalian 

untuk anak luar kawin tersebut maka hak-hak anak tersebut dapat terlindungi, seperti 

nafkah pemeliharaan dan pendidikan anak. 
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